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TERLEPASNYA TIMOR TIMUR DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A.	Gambaran keadaan geografi Timor Timur dan sumber daya di Timor Timur
1.	Keadaan geografi Timor Timur
Timor Timur terletak di antara Indonesia dan Australia, menduduki tanah yang luasnya 14.874 km². batas Negara Indonesia dengan Timor Timur ini masih mengunakan perjanjian antara Belanda dan Portugis pada tahun 1859 yang kemudian diubah pada tahun 1904 dan 1914. Isi perjanjian tersebut mengenai pembagian Pulau Timor dalam dua wilayah. Wilayah sebelah Timur dikuasai oleh Portugis sementara Pulau Timor sebelah barat dikuasai oleh Belanda.​[1]​
 Letak Timor Timur membujur dari barat daya ke timur laut sebagai lanjutan dari posisi pulau Timor secara keseluruhan. Timor – Timur terletak pada posisi 8° 71' sampai 10° 22' LS dan 123° 25' sampai 127° 19' BT.​[2]​ Disebelah utara berbatasan dengan selat wetan yang merupakan bagian dari wilayah Maluku, sama dengan wilayah timurnya yang langsung berhadapan dengan laut Banda yang berada di wilayah yang sama. Disebelah selatan dan tenggara Timor Timur berada di laut timor, selain daratan pulau Timor, Timor Timur juga memiliki beberapa pulau kecil, antara lain pulau Atauro seluas 140 km serta pulau Yako seluas 11 km. ​[3]​
Sebagian besar wilayah Timor Timur merupakan daerah yang bergunung-gunung dan berbukit kapur dengan lereng-lereng yang terjal , terutama di bagian tengah membentang dari barat daya ke timur laut. Pada bagian daerah pegunungan yang terletak di bagian tengah Timor Timur ini juga di temui paparan dataran subur yang membentang sepanjang lembah-lembah daerah aliran sungai. Dataran yang berada di daerah pedalaman tersebut terutama di temui di Bobonaro di sebelah barat dan lautem di sebelah timur. Luas tanah seluruhnya diperkirakan sekitar 70.000 km. kondisi tanah di Timor Timur pada umumnya terdiri dari endapan kapur atau tanah liat. Jenis tanahnya termasuk litosol, podsolik, regosol dan alluvial.​[4]​
Dilihat dari kondisi sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian, terdapat hasil bumi seperti kopi, kopra, padi, jagung dan kacang hijau. Selain itu, masyarakat Timor Timur lebih mengenal tanaman umbi-umbian seperti ubi kayu, krladi, gembili, dan sejenisnya. Di wilayah Timor Timur juga ditemukan beberapa macam potensi alam, misalnya disektor pertambangan, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi sumber daya alam itu dapat terlihat seperti halnya: gas bumi dan minyak tanah di Suai, Manatuto, Uatolari, dan Uatocarbau. Mangaan di Vemasse dan loi lubo.​[5]​
Timor Timur pada dasarnya beriklim tropis, namun sebagai wilayah yang berdekatan dengan benua Australia, iklimnya banyak dipengaruhi oleh situasi iklim benua Australia. Suhu udara rata-rata 27,4° C. suhu minimum rata-rata 22,6° C dan suhu maximum rata-rata 31,0° C. suatu kekhususan di wilayah Timor Timur yakni terdapat perbedaan suhu yang cukup mencolok antara daerah pegunungan dan daerah pesisir. Gelombang laut di pantai utara umumnya tenang sepanjang tahun, berbeda dengan pantai selatan yang hampir selalu bergelombang besar, terutama pada musim angina barat.​[6]​
Curah hujan di wilayah ini termasuk rendah dan tidak merata. Menurut hasil survey Allied mining cooperation sebuah lembaga independent di Hongkong, minyak dan gas bumi ditemukan disepanjang pulau selatan Timor Timur. Ketebalan sediment di daerah itu rata-rata mencapai 3km/kubik, dengan luas 51,136 m. selain itu juga ditemukan 29 lokasi rembasan minyak di bagian lain di wilayah Timor Timur, minyak itu antara lain ditemukan disepanjang pantai selatan Lautem sampai Suai.​[7]​
Secara keseluruhan bumi Timor Timur memiliki kandungan sumber daya alam yang kaya, Pada tahun 1904, pernah diadakan pengeboran minyak di Viqueque dan tahun 1914, Timor oil company melakukan eksplorasi minyak di Metahou. Hasil penelitian itu juga mengungkapkan bahwa Timor Timur memiliki potensi logam seperti emas, perak, dan tembaga. Potensi mineral itu di temukan di daerah Baucau, Viqueque, Mnufahi, Ermera, Dili, Maraturo, dan Lautem.​[8]​ 
Portugal sendiri adalah negara miskin, oleh karena itu hanya dapat menyisihkan sedikit dana untuk Timor Timur. Di samping itu, Portugal sejak tahun 1961 sibuk terlibat dalam peperangan di koloni-koloni Afrikanya, Mozambique dan Angola, dan dengan demikian mempunyai kepentingan terbatas, dan sedikit sumber daya, untuk Timor Timur yang jauh.​[9]​ 
Perdagangan kayu cendana, komoditi utama Timor, telah merosot, dan penghasilan satu-satunya koloni itu berasal dari produksi kopi kualitas tinggi yang tidak begitu banyak, kebanyakan milik orang Portugis. Karena dalam kurun waktu 1894-1912 dan kemudian tahun 1959 beberapa orang Timor berontak menentang kekuasaan Portugis, personil angkatan perang Portugis (dua-pertiganya orang Timor) tampak menonjol, tetapi mencampuri sedikit kehidupan sehari-hari orang Timor. Orang Portugis lain di koloni itu bekerja sebagai pegawai pemerintah dan misionaris, buangan politik dari Portugal biasanya kawin dengan perempuan Timor. Setelah Perang Dunia II orang Portugis membangun suatu pelabuhan baru, satu rumah sakit, kantor-kantor pemerintah, dan beberapa sekolah semuanya di Dili maupun pusat-pusat kesehatan di semua 13 distrik dan 52 subdistrik, tetapi pada umumnya, pra sarana, pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan di wilayah itu masih terbatas.​[10]​ 
Dari segi sumber daya manusia, penduduk Timor Timur berjumlah kecil, terdiri dari berbagai kelompok etnis dan bahasa. Penduduk Timor –Timur pada tahun 1975, ketika Portugal meninggalkan wilayah itu, penduduknya berjumlah 680.000 orang yang terdiri dari 97% orang Timor, 2% Tionghoa dan dibawah 1% Portugis. Selama berabad-abad penduduk Timor Timur erdiri dari para petani, yang tinggal di dusun-dusun dan makan dari apa yang mereka tanam. Sebagian kecil penduduk Timor Timur di pantai hidup sebagai nelayan. Perdagangan dan pertokoan selama bergenerasi berada di tangan orang Tionghoa. Timor Timur merupakan suatu daerah yang berbukit-bukit, jadi mayoritas penduduk Timor Timur selalu hidup terpencil.​[11]​
 Ada 12 kelompok etnis di Timor Timur yang masing-masing mempunyai bahasanya sendiri: 9 kelompok bahasa Austronesia Tetum, Mambai, Tokodede, Kemak, Galoli, Idate, Waima'a, Naueti dan 3 kelompok bahasa Papua - Bunak, Makasate, Fatuluku. Suku Tetum tinggal di dua wilayah geografis terpisah di Timor Timur. Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan masyarakat Timor Timur ini dapat dikategorikan menjadi dua golongan besar yaitu Austronesia dan non Austronesia.​[12]​
2.	Kehidupan ekonomi masyarakat Timor Timur
Kehidupan ekonomi masyarakat Timor Timur dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pola perekonomian masyarakat perkotaan dan pola perekonomian masyarakat pedesaan. Kehidupan ekonomi di dua lokasi ini cukup berbeda coraknya. Untuk daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan yang dijalankan secara tradisional, sedangkan didaerah perkotaan sudah cukup bervariasi, terutama di wilayah Dili yang merupakan pusat pemerintahan Timor Timur. Kedudukan kota Dilli tersebut menempatkan kota ini sebagai tempat tujuan bagi para pendatang dari luar wilayah Timor Timur, sehinggga di kota ini terjadi persaingan sumber daya manusia untuk dapat mengisi sektor-sektor yang sedang berkembang. Pada umumnya masyarakat kota Dilli mempunyai mata pencaharian sebagai PNS, pegawai swasta, pedagang, buruh, sektor jasa, dan sebagian kecil di sektor pertanian.​[13]​
Sebenarnya keadaan perekonomian Timor Timur tidak sesederhana dan terbatas pada pertanian dan sektor jasa saja,. Lebih dari itu, Timor Timur memiliki potensi dan peluang yang lebih besar, hanya saja kesempatan untuk mengeksplorasi seluruh sumber daya Timor Timur kurang diperhatikan. Ditambah lagi dengan kecilnya permodalan dan kecilnya pendapatan dari apa yang diperoleh dari Timor Timur, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan dan menyebabkan meningkatnya ketergantungan pusat.

Tabel 4
Bantuan Pemerintah Pusat untuk Daerah Tingkat I Timor Timur 
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Dengan melihat tabel, dapat terlihat jelas bahwa dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1991, jumlah bantuan yang harus diberikan untuk Timor Timur oleh pemerintah pusat tiap tahunnya meningkat. Akibat dari kurangnya kemampuan dan kesempatan daerah Timor Timur untuk mengelola dan mengeksplorasi potensi daerah yang menyebabkan tidak berkembangnya kemandirian daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri, maka resiko yang harus diterima adalah semakin meningkatnya bantuan pemerintah yang harus diberikan kepada Timor Timur.​[14]​
Indonesia melakukan investasi besar di bidang prasarana Timor Timur, dan khususnya dalam penyediaan jalan beraspal, jembatan, sekolah, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan kantor pemerintah di Dili dan kota-kota lain yang lebih kecil. Penyediaan ini biayanya tinggi tetapi mengesankan dan menguntungkan. Untuk membuatnya lebih menonjol lagi, pemerintah memperbandingkan prestasi mereka dengan tingkat prasarana rendah yang diwariskan oleh pemerintah Portugal sehingga manfaat integrasi akan lebih menonjol.
 Pembangunan ini tak meragukan lagi adalah juga untuk kepentingan Indonesia jalan dan jembatan untuk keperluan transportasi pasukan secara cepat, dan sekolah-sekolah untuk penyerapan dengan cepat pemuda Timor ke dalam cara berpikir pemerintah Indonesia secara terpusat. Tetapi pembangunan materiil tidak membawa kepuasan kepada orang-orang Timor, yang harapannya terletak pada arah lain. Profesor Mubyarto dari Indonesia dan rekan-rekannya, setelah menyelesaikan suatu proyek penelitian ilmu sosial di Timor Timur selama kurun waktu 1981-1989, menegaskan kenyataan ini dengan menyimpulkan bahwa 'kemajuan materiil telah gagal memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik yang berasal dari proses integrasi. ​[15]​


Jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Portugis memang keadaan Timor Timur jauh lebih baik, terutama sarana infrastruktur yang cukup memadai, namun pembangunan yang dilakukan Indonesia untuk Timor – Timur dianggap bukanlah keinginan mayarakat Timor Timur terutama rakyat Pro Kemerdekaan.

3.	Situasi politik Timor Timur sebelum kemerdekaan
Kehidupan politik di Timor Timur sejak dahulu memang dipenuhi gejolak. Sebelum revolusi bunga Portugal merupakan sebuah negara republic yang berhaluan otoriter-fasistis, Portugal sangat mempertahankan kekhasan system politik colonial didaratan Eropa. Sehingga terlihat perbedaan mencolok diantara negara-negara kolonialis Eropa. Hal ini disebabkan alasan peta politik imperium Portugal berlandaskan pada bidang ekonomi, yaitu membutuhkan koloni-koloni untuk menujang kehidupan ekonomi dalam negerinya yang minim. Oleh karena pusat perhatian Portugal hanya pada kepentingan serta kebutuhan ekonomi untuk menopang kehidupan dalam negeri, maka inspirasi dan inspirasi masyarakat didaerah-daerah imperium tidak diperhatikan dengan baik.
 Timor Timur dikuasai Portugal antara tahun 1512-1515, kedatangan Portugal kemudian disusul oleh bangsa Belanda, terjadilah pertentangan kedua bangsa tersebut untuk saling berebut kekuasaan. Pada tahun 1769 pusat pemerintahan Portugal dipindahkan ke kota Dili, karena Belanda telah menguasai timor barat dan menimbulkan terjadinya konflik politik di Portugal sendiri. Pada masa kekuasaan Portugal, telah dibentuk dan diperkenalkan system politik dan pemerintahan kepada rakyat Timor Timur, namun tujuannya masih sangat bersifat sebagai alat control untuk menekan rakyat Timor Timur. Untuk lebih mempermudah control terhadap rakyat Timor, Portugal membagi wilayah Timor Timur menjadi beberapa jenjang administrasi. Secara garis besar dapat dibayangakan bagaimana situasi dan kondisi tercipta dalam iklim perpolitikan Portugal, ketika di beberapa imperium terjadi perang saudara berkepanjangan. 
Terjadinya Revolusi Bunga rupanya tidak segera membawa angin segar di seluruh kawasan Portugal, termasuk di Timor Timur. Revolusi bunga adalah satu situasi yang secara langsung memberi peluang bagi daerah-daerah jajahan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Pada tanggal 25 April 1974 terjadi Revolusi Bunga di Portugal, yang dipelopori oleh para perwira muda Movimento das Forcas Armadas (MFA). Rezim pemerintahan berganti. Kebijakan politik dekolonisasi mulai diterapkan, termasuk di Timor Timur. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan dekolonisasi itu tidak memiliki kesatuan konsep. Keadaan politik Portugal mulai bergejolak. Akibatnya, janji-janji untuk mengembalikan hak-hak sipil dan demokrsi, serta kebebasan membentuk partai politik di Timor Timur tidak sepenuhnya dapat dijalankan.​[16]​ 
Puncaknya adalah perang saudara 1975, yang di picu oleh kegagalan dekolonisasi. Portugal secara tidak bertanggung jawab akhirnya meninggalkan Timor Timur. Persoalan menjadi semakin rumit setelah perselisihan dan pertentangan antara kelompok UDT dan Fretilin berujung pada perang saudara, dan jatuhnya ribuan senjata berbagai jenis dan kaliber eks Portugal ke tangan Fretilin. Perang saudara itu sangat mengerikan, selain ribuan jiwa melayang karena perang dan penyakit, bahaya kelaparan merajalela.situasi inilah yang mendorong Timor Timur bergabung dengan Republik Indonesia​[17]​ 
Karena revolusi bunga telah membawa berbagai perubahan  iklim politik nasional Portugal yang sekaligus berdampak positif bagi daerah-daerah koloni. Bagi daerah koloni Timor Portugis, sebenarnya semangat kemerdekaan bukan hal yang baru pada saat pasca Revolusi Bunga. Melainkan sudah jauh sebelumnya telah terkandung dalam hati sanubarinya, dalam arti upaya umtuk membebaskan diri dari penjajah telah lama dalam nurani masyarakat Timor Timur. Semangat kemerdekaan yang terkristal dalam jiwa masyarakat Timor Timur ini terus mengalir dan dapat wujud dengan berdirinya partai-partai politik sebagai wadah resmi perjuangannya.
 Pada tangggal 11 Mei 1974, terbentuklah partai politik UDT (Uniao Democratica Timorense/ Democratica Union of Timorense) partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh Partai Aksi Nasional Rakyat Timor Portugis yang telah dibubarkan oleh rejim baru. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1974 berdirilah partai politik ASDT (Asssociacao Social Democartica Timorense/ Social Democratica Assosiation of Timor), yang disponsori oleh Jose Ramos Horta. ASDT ini kemudian berubah menjadi FRETELIN (Frente Revolucionariode Timor Leste Independete/ Revolutionary Front of Independent East Timor). Pada tanggal 27 Mei 1974 terbentuklah partai politik AITI (Asssciacao para a Integracao de Timor na Indonesia), yang kemudian berubah menjadi APODETI. Tujuan dan cita-cita poltik pendukung APODETI adalah bergabung ( berintegrasi ) dengan Indonesia berdasarkan perkembangan sejarah dan alasan kebudayaan.​[18]​
Setelah melalui suatu rangkai peristiwa, seperti peristiwa yang oleh kalangan umum dikenal sebagai proklamasi Balibo pada tanggal 30 Desember 1975, deklarasi pendiria pemerintahan sementara Timor Timur pada tanggal 30 Desember 1975, keputusan bersama partai APODETI, UDT, KOTA, Trabhalista (17 November 1975) dan beberapa keputusan dan surat ketua PSST serta Petisi rakyat Timor Timur tanggal 17 juli 1976 maka akhirnya pada tanggal 17 Juli 1976 Timor Timur berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang No. 7 tahun 1976. Pengesahan Timor Timur menjadi propinsi yang ke-27 pada tanggal 17 Juli 1976 melalui Undang-Undang No.7 tahun 1976, mendapat reaksi beragam dari masyarakat internasional. Pada tanggal 17 Desember 1975, pemerintah Republik Indonesia membentuk pemerintah sementara Timor Timur dan mengangkat Arnoldo Dos Reis Aroujo sebagai ketua eksekutif dan DPR Timor Timur yang di ketuai oleh Giuherme Maria Boncalves. Hal ini mendapat reaksi keras dari Majelis umum PBB dengan Resolusi nomor 384 yang menyerukan agar pemerintah Republik Indonesia segera menarik seluruh Angkatan Bersenjatanya (ABRI) dari Timor Timur.​[19]​
 Ketika peristiwa integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diumumkan pertama kalinya pada tahun 1976, banyak Negara anggota PBB merasa tersingkir. Artinya, sejak awal ada banyak Negara tidak mendukung proses integrasi, lantaran terpengaruh propaganda sepihak dari Portugal mengenai situasi dan kondisi politik di wilayah Timor Timur.

Secara hirarki pemerintahan di Timor Timur tidak banyak berubah. Namun, pada masa pemerintahan Indonesia, orang-orang yang menduduki jabatan structural tersebut harus melalui kualifikasi yang ditentukan. Selama pemerintahan Indonesia, perlawanan FERTELIN atas integrasi Timor Timur berkelanjutan melalui pasukan FALINTIL, yang memakan jumlah korban signifikan. Pada sebuah laporan yang ditujukan kepada Dewan ekonomi dan social PBB, Bacre Waly Nduaye, pelapor khusus untuk eksekusi ekstra yudisial mencatat dugaan bahwa kematian dalam jumlah besar di Timor Timur. ​[20]​
Dorongan selanjutnya untuk gerakan penentuan nasib sendiri terjadi pada tahun 1996 sewaktu dua buah hadiah Nobel yang sangat bergengsi dianugerahkan pada dua tokoh Timor Timur, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, Pimpinan Gereja Dili, dan Jose Ramos Horta, pimpinan perlawanan Timor Timur. 
Pada tahun 1997, Sekjen PBB Kofi Anan melakukan pendekatan yang lebih proaktif dengan tujuan revitalisasi proses politik di Timor Timur melibatkan secretariat PBB, Indonesia dan Portugal. Bulan Februari 1997, Kofi Anan mengangkat duta besar Jamsheed Marker dari Pakistan sebagai wakil pribadinya dalam mengurus Timor Timur. Pada bulan Mei 1998, Presiden Indonesia Soeharto turun dari jabatannya setelah 32 tahun memerintah dan kemudian digantikan oleh Wakil Presidennya B.J Habibie. Habibie membawa sikap segar terhadap masalah Timor Timur dan nyaris langsung memberi pembicaraan segi tiga yang disponsori oleh momentum segar Sekretaris Jenderal. Dalam perkembangannya, Habibie menawarkan otonomi luas bagi Timor Timur dimana pusat hanya punya kendali atas masalah hubungan luar negeri, pertahanan terhadap luar dan kebijakan moneter dan fiskal.​[21]​

Keinginan rakyat Timor Timur untuk menjalankan suatu otonomi transisi tentu saja ditolak oleh pemerintah Indonesia. Indonesia menginginkan adanya suatu kejelasan status atas Timor Timur, maka diputuskan bahwa harus dilakukan referendum bagi rakyat Timor Timur dengan opsi berintegrasi secara permanent atau merdeka.
B.	Proses Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peristiwa seputar menjelang lepasnya Timor Timur dari pangkuan Republik Indonesia, sebuah peristiwa sejarah niscaya berkaitan dengan masa – masa sebelumnya, maupun masa depannya. Lepasnya Timor Timur tidak bias dilepaskan dari sejarah panjang beserta kebudayaannya. Sejarah adalah kontinuitas, sebuah peristiwa tak bisa dipilah begitu saja, tanpa meninjau kilas baliknya atau bahkan merujuk ke peristiwa di masa sesudahnya.
Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia, pada 17 Juli 1976, pada masa itu tidak ada pilihan yang lebih baik selain berintegerasi dengan Indonesia. Selama 23 tahun berintegerasi, konflik antara kedua kelompok pro – integerasi dan anti integerasi (mereka menyebut dirinya pro kemerdekaan), relatif tidak kenal henti. Tindakan kelompok anti integerasi, khususnya gerakan bersenjata, telah menimbulkan gangguan keamanan nasional. Karena itu pemerintah Indonesia menerapkan operasi antiinsurjensi, untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Misi utama operasi ini adalah menjamin keselamatan warga Timor Timur, yang pada saat itu menjadi korban kelompok anti- integrasi. Operasi ini berlanjut sebagai upaya terus menerus menegakkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur. Keberhasilan itu tidak terbantu oleh apa yang terbantu oleh apa yang terjadi di Timor Timur. Insiden Dili pada November 1991, membuyarkan upaya penyelesaian secara damai. Sejumlah demonstran luka kena tembak ketika aparat berusaha melindungi diri dari amukan massa, korban jiwa dilaporkan berjumlah 19 orang. Penyelesaian politik menjadi lebih berat karena dikaitkan dengan isu-isu HAM.​[22]​
Kenyataan menunjukkan, integrasi dan pembangunan selama lebih dari 20 tahun itu telah meningkatkan taraf hidup masyarakat, pendapaan per kapita, serta jumlah orang yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan selama 450 tahun dibawah panjajahan Portugal. Pelaksanaan pembangunan di Timor Timur diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik. Tidaklah mengherankan bila yang terlihat mencolok adalah kemajuan di bidang fisik, dibandingkan dengan bidang lainnya. Mungkin inilah yang menjadi ‘blunder’ kebijaksanaan pembangunan Timor Timur. Selama integrasi terdapat ketidakseimbangan alokasi pembangunan antar sektor, ketika anggaran pembangunan lebih banyak digunakan untuk sektor prasarana yang tidak produktif, sedangkan sektor yang diharapkan lebih produktif, seperti pertanian, perdagangan dan industri seperti terabaikan.​[23]​
Merupakan faktor sejarah bahwa selain catatan prestasi pembangunan yang spektakuler, proses integrasi dan percepatan pembangunan menyisakan persoalan – persoalan penting. Dari sudut pandang hukum internasional, penyelesaian politik nampaknya dianggap paling penting dan menjadi inti persoalan karena masyarakat Timor Timur membutuhkan kepastian mengenai masa depan dan kebebasan untuk mengatur hidup mereka sendiri.
Dapat disimpulkan , memang terdapat beberapa masalah berkaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan di Timor Timur. Benang merahnya adalah belum pernah tuntasnya masalah keamanan di Timor Timur. Situasi penuh pertentangan berkembang menjadi sedemikian kompleksnya, bukan hanya di tingkat pertentangan politik, tetapi juga dalam bentuk aksi fisik dikalangan bawah. Kekerasan terus-menerus terjadi, masyarakat selalu menghadapi terror.​[24]​
	Perubahan proses penyelesaian masalah Timor Timur secara signifikan terjadi di era Reformasi, dibawah pemerintahan transisi Presiden Indonesia, B.J. Habibie. Ketika itu, perbedaan mendasar antara Indonesia dan Portugal tentang penyelesaian Timor Timur mulai menemui titik temu, sehingga harapan untuk mencapai penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan diterima secara internasional dapat diwujudkan. 
Presiden Indonesia, B.J. Habibie pada awal juni 1998 mengumumkan Opsi I, berupa kesediaan pemerintah Indonesia memberikan status khusus dengan otonami luas sebagai formula untuk mencapai penyelesaian politik masalah Timor Timur. Diharapkan bahwa pemberian status dengan otonomi luas kepada Timor Timur akan mendapatkan suatu penyelesaian secara tuntas atas permasalahan Timor Timur yan berlaru-larut selama 23 tahun dan hingga saat ini belum selesai secara international. Indonesia berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor sejarah, sosial badaya dan geografi yang berkaitan dengan Timor Timur, cara penyelesaian dengan memberikan status khusus dengan otonomi luas di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan penyelesaian yang paling realistis, paling mungkin terlaksana dan berprospek damai sekaligus  merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan kemerdekaan.
Pemerintah Indonesia dan Portugal, dengan di fasilitasi Sekjen PBB akhirnya mencapai titik temu tentang rancangan otonomi khusus Timor Timur yang akan di konsultasikan kepada rakyat Timor Timur, untuk diterima atau di tolak. Rancangan otonomi yang selanjutnya ditulis DOK Timor Timur ini merupakan finalisasi draft yang diajukan PBB, dan sudah menampung keinginan-keinginan pihak Portugal, Indonesia, dan rakyat Timor Timur sendiri. Bagi rakyat Timor Timur, bahkan bagi semua pihak yang terlibat sebenarnya DOK Timor Timur merupakan jalan tengah sangat menjanjikan dan paling mendamaikan. Pengertian khusus yang melekat pada kata otonomi adalah, Timor Timur di beri status politik serta pengaturan berbeda dari propinsi lain dalam system ketatanegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia. Indonesia ingin DOK Timor Timur bersifat final dan permanent, guna menjembatani eksterm integrasi atau merdeka.​[25]​
	Indonesia beranggapan bahwa bentuk penyelesaian kompromi inilah yang paling baik bagi semua pihak, bagi berbagai fraksi Timor Timur, bagi Indonesia dan bagi ketentraman stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Sebaliknya, usul penyelesaian melalui suatu  Referendum, walaupun secara teoritis merupakan cara demokratis pada prakteknya dan mengingat sejarah konflik berdarah di Timor Timur dikhawatirkan hanya akan membuka kembali luka-luka lama, menyulut kembali pertikaian dan konflik bahkan dapat mengobarkan kembali perang saudara. Cukup mengejutkan banyak pihak karena perundingan untuk mematangkan Opsi I belum final, dan waktunya hanya berselang sekitar 6 bulan sejak Opsi I dikeluarkan. Menteri Luar Negeri, Ali Alatas mengumumkan keputusan sidang kabinet paripurna pada tanggal 27 Januari 1999 tentang Opsi II. Ini berarti, jika mayoritas rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi luas,  Indonesia akan mengusulkan kepada sidang umum MPR yang baru terpilih agar Timor Timur dapat berpisah dari pangkuan Republik Indonesia secara baik, terhormat, tertib dan konstitusional. Menurut Menlu Ali alatas, Opsi II itu tidaklah implusif dan tergesa-gesa, karena dikeluarkan setelah melalui Rakor Polkam, kemudian siding cabinet dan baru diputuskan. Rumusan Opsi II juga di susun secara hati-hati dengan menyatakan bahwa keputusan akhir tetap dikembalikan kepada rakyat melalui wakil-wakilnyadi MPR, untuk menerima atau menolak. ​[26]​
Dalam realitas politik internasional, tak satupun Negara di dunia ini yang sedemikian mudahnya rela melepas sebagian wilayah teritorialnya. Segala daya upaya, pasti akan dikerahkan untuk menjaga keutuhan wilayahnya dengan resiko apapun menurut FX Lopes da Cruz seorang tokoh pro integrasi, Opsi II sebenarnya tidak lebih dari suatu strategi yang terlampau riskan dan spekulatif, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman dan tekanan luar negeri dalam beragam aspek: Ekonomi, Demokrasi, dan HAM. Penolakan disuarakan oleh GubernurTimor Timur, Abilio Soares. Ia secara pribadi mengatakan, jajak pendapat tidak akan menyelesaikan permasalahan Timor Timur, bahkan dapat menimbulkan persoalan baru karena jajak pendpat sama artinya dengan ‘Melegalisasi” dua kubu yang selama ini bertikai, sehingga akan ada yang merasa menang atau kalah. Setelah dikelurkannya Opsi II, pemerintahan Habibie pada saat itu sangat memperhitungkan factor Internasional seperti IMF, CGI, dan Negara donor lainnya, berkaitan dengan pemulihan ekonomi Indonesia.​[27]​
Dapat ditarik dua benang merah tentang pertimbangan yang medorong munculnya kedua Opsi . benang merah pertama adalah integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia , dan telah dikukuhkan melalui Tap MPR No.6 tahun 1978, ternyata tidak pernah mendapat pengakuan internasional secara luas. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timor Timur. Benaang merah kedua adalah, berakhirnya Perang Dingin dan semakin besarnya perhatian dunia terhadap masalah HAM dan demokratisasi telah mendorong persoalan Timor Timur menjadi satu agenda internasional yang sulit dihindari.  
Mengenai metodologi untuk menentukan pandangan rakyat Timor timur terhadap usul otonomi, Indonesia dari semula menginginkan adanya suatu mekanisme ‘short of Referendum’ namun, tetap demikratis, efisien dan efektif. Dalam hubungan ini Indonesia menolak referendum bukan karena takut terhadap hasilnya. Mengingat Indonesia saat ini sudah memperkenalkan Opsi II secara terbuka, sehingga apapun hasil jajak pendapat terhadap otonomi, Indonesia sudah siap dengan tindak lanjutnya. Indonesia menolak referendum bukan pula karena berkeinginan menerapkan cara yang tidak demokratis, tapi malah sebaliknya Indonesia berkepentingan agar sebanyak mungkin masyarakat Timor Timur diikut sertakan didalam jajak pendapat mengenai usul otonomi tersebut. 

C.	Hasil Jajak Pendapat
Keputusan penting telah diambil, jajak pendapat harus dilaksanakan dengan aman dan lancar. Menjelang jajak pendapat, situasi Timor Timur telah banyak berubah, dimulai sejak pengumuman Opsi I pertengahan 1998 disusul Opsi II pada awal 1999. Denyut kehidupan dan kegiatan sehari-hari warga seakan cemas dan ketidakpastian nasib. Dibentuklah Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS), yang lahir setelah ditandatanganinya piagam perdamaian oleh kelompok pro integrasi dan anti integrasi (pro kemerdekaan) yang diprakarsai oleh Menhamkam/ Panglima TNI Jenderal Wiranto dan Komnas HAM, pada tanggal 21 april 1999. KPS dibentuk atas kerjasama TNI, Komnas HAM, Gereja Timor Timur dan secara tidak resmi mulai bekerja sejak 23 April 1999.​[28]​
Menjelang jajak pendapat, selama periode Januari hingga April 1999 situasi umum di wilayah Timor Timur sangat memprihatinkan. Roda pemerintahan di tingkat propinsi dan kabupaten mulai tersendat. Diperkirakan sekitar 30 % pegawai negeri berada di luar Timor Timur atau mengungsi sementara. Di kota Dili, mereka yang bermukim di Perumnas-Perumnas dari berbagai sudut kota terlihat panic, sebagian penduduk mengemasi barang-barangnya. Kegiatan ekonomi terpengaruh, modal dan barang di kirim ke luar Timor Timur.sebenarnya eksodus warga pendatang mulai terlihat sejak pengumuman Opsi I , pertengahan Juni-Juli 1999.di bidang pendidikan hampir sebagian besar sekolah negeri toidak berjalan lagi. Guru-gurunya mengungsi setelah serangan Falintil didaerah Kailako yang memakan korban dua anggota Tni dan Polri​[29]​
Pemerintah Indonesia telah memberikan peluang besar bagi masyarakat Timor Timur, percepatan pembangunan dilakukan untuk mengejar ketingglan daerah itu dari daerah lain di Indonesia. Tiga tahap pembangunan dilaksanakan yaitu:
1.	Tahap Rehabilitasi (Oktober 1976- Maret 1977)
2.	Tahap Konsolidasi ( April 1977- Maret 1978)
3.	Tahap Stabilitasi Jangka Pendek ( 1982-1984).
Timor Timur dinyatakan siap mengikuti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) , seperti layaknya daerah lain di Indonesia.​[30]​
Dalam kehidupan rakyat Timor Timur yang masih sangat paternalistic, Gereja memainkan peran yang sangat besar . kepatuhan terhadap pimpinan Gereja sering digambarkan sama kuatnya untuk mengatakan tidak lebih besar dengan kepatuhan terhadap pimpinan adat/suku maupun terhadap birokrat pemerintah. Dalam menyikapi penyelengaraan jajak pendapat, hirarki Gereja akan bisa bertindak netral. Selama proses jajak pendapat, Gereja diharapkan menghindari penyalahgunaan hak istimewa yang di punyainya. Kampanye atau imbauan terselubung dengan memanfaatkan pertemuan rohani bukan saja bertentangan dengan hakikat sifat netral gereja, melainkan juga melanggar Persetujuan 5 Mei. Pendirian dan sikap Gereja yang diharapkan tidak terwujud , karena ada anggapan bahwa Gereja tidak boleh bersikap netral, kaerna bersikap netral berarti pengkhianatan.   

Perjanjian tata cara yang menetapkan tanggal 8 Agustus 1999 jadi tanggal pemungutan suara untuk jajak pendapat. Lapangan yang sulit dan pra sarana yang terbatas di Timor Timur menambah sulitnya penyelenggaraan tugas ini. Dalam laporan Sekretaris Jenderal pada Dewan tanggal 22 Mei, pembentukan Misi PBB di Timor Timur UNAMET ( United Mission In East Tmor) diusulkan untuk menata dan menjalankan jajak pendapat.​[31]​
 Sekretaris Jenderal PBB menekankan agar UNAMET menjalankan tugasnya secara obyektif tanpa memihak. Misi penilaian awal Mei mengestimasi penduduk yang punya hak pilih di timor Timur, berdasarkan berkas pemilihan Indonesia, sebanyak sekitar 400.000 orang. Rencana disusun dengan memberi marjin pengamanan jadi 450.000 pemilih. Guna menjamin transparansi penuh atas proses jajak pendapat dan membuat suatu lembaga independen guna mengadili keberatan dari salah satu kubu, Sekretaris Jenderal membentuk Komisi Pemilihan Independen.​[32]​
Proses pendaftaran berlangsung dengan lancar, dan hampir semuanya terdaftar. Kesibukan menampung protes masyarakat, untuk disalurkan ke UNAMET, kian hari semakin meningkat. UNAMET menggunakan aturan pendaftaran jajak pendapat sebagai dalih mempersulit penduduk yang mendaftar. Beberapa penduduk terpaksa menginap di daerah-daerah di sekitar TPS, seperti yang terjadi di Oesilo Ambeno, kejadian seperti ini berlangsung terus-menerus, dan membuat warga pro integrasi kehilangan kepercayaan terhadap UNAMET.
Waktu semakin sempit, jajak pendapat tak bisa di undur lagi. Suasana mencekam masih terasa, konflik-konflik antar kelompok terjadi seacara sporadic di daerah-daerah Ainaro, Maliana, dan Liquisa. Indonesia terus bekerja keras mencari solusi di lapangan. Harus diakui, pada umumnya pihak Indonesia banyak mengalah, hampir semua kemauan UNAMET tidak di tolak, Indonesia tidak ingin mengecewakan PBB demi menjaga nama baik bangsa. Menjelang jajak pendapat, para observer mulai ramai berdatangan. Rombongan observer dari Uni Eropa bahkan datang dengan pesawat khusus. Hampir semua observer, yang berjumlah ribuan itu datang dengan opini buruk tentang Indonesia. Banyak diantaranya aktivis HAM yang cenderung mendukung lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Sebaliknya, 320 observer dari Indonesia yang berasal dari 30 organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Forum Rektor, ditolak oleh UNAMET dengan alasan diragukan kenetralannya.​[33]​
Pada hari pemungutan suara, tanggal 30 Agustus 1999, 98,6 persen dari semua yang terdaftar, sekitar 446,953 warga Timor Timur menjatuhkan pilihan di dalam dan di luar territorial. Terdapat beberapa insiden keamanan di sepanjang hari, tetapi hal itu cepat diatasi dan pemungutan suara terselesaikan dengan cepat. Namun, ketenangan umum ini mendadak terganggu oleh pembunuhan dua orang anggota staf local UNAMET di Athase di daerah Ermera setelah pemungutan suara di tutup. Hal itu menimbulkan kekejaman hebat. ​[34]​
Perhitungan hasil pemungutan dilakukan secara sentral di Dili, untuk melindungi kerahasiaan pola pemungutan suara local. Paling penting diantara ini adaalah perhitungan terpusat untuk menjamin bahwa tidak ada komunitas yang dapat kena hokum atas cara mereka memberi suara. Sementara suatu perhitungan sentralisasi merupakan suatu pemisahan dari norma di Indonesia, merupakan kebiasaan di semua tempat di dunia dan digunakan oleh Otoritas Transisi PBB di Kamboja (UNTAC) pada pemilihan umum tahun 1993.
 Unit pemilihan mengatakan bahwa hal itu dapat memakan waktu sampai tujuh hari guna menyelesaikan tugas ini yang berarti maksimum satu minggu, prkiraan kasar ini doiartikan berarti bahwa hasilnya akan diumumkan satu minggu kemudian. Diputuskan untuk mengeluarkan hasilnya secepat mungkin agar tidak sampai bocor, khawatir timbulnya kerusuhan, otoritas Indonesia juga minta hasilnya diumumkan satu minggu kemudian pada pagi harinya guna memberi kesempatan bagi mereka berurusan dengan suatu problem keamanan selama siang hari.      
Satu fakta menarik adalah pengumuman hasil jajak pendapat diajukan  tiga hari dari rencana semula 7 September 1999. Penghitungan kartu suara yang dilakukan oleh UNAMET dan di boikot oleh UNIF ternyata rampung lebih cepat dari waktu yang diperkirakan semula. Pada 3 September 1999 malam, perhitungan kartu suara dinyatakan selesai. Sehari sebelumnya, UNAMET telah memperkirakan hal ini dan telah meminta pihak Indonesia memberi saran masukan. Menurut Menlu Ali Alatas, percepatan pengumuman hasil jajak pendapat pasti bukan pilihan indoneisa. Baginya, ada maneuver UNAMET untuk segera menghentikan protes kelompok Pro Integrasi serta menutupi berbagai pelanggaran selama proses jajak pendapat.​[35]​
 Memasuki September 1999, suasana kota Dili tenang mencekam. Yang terllihat di jalan-jalan adalah aparat keamanan yang berjaga-jaga mengantisipasi hal tidak dinginkan. Suasana mencekam sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tiga hari sebelum pencoblosan, saelam hampir seminggu terakhir, penduduk Dili mengkhawatirkan keadaan pasca jajak pendapat. Sabtu pagi 4 September 1999 di Indonesia atauJumat malam 3 September di New York, secara hampir bersamaan Sekjen PBB Kofi Annan dan Ketua UNAMET Ian Martin mengumumkan hasil akhir penentuan pendapat yang dipercepat. PBB menilai, situasi ini Timor Timur sulit dikendalikan. PBB melihat munculnya ketidakpuasan sebagian warga. Ada kekhawatiran kepanikan semakin bertambah dan warga mulai tidak sabar menunggu pengumumam hasil jajak pendapat.
Sekjen membacakan hasil tersebut di depan siding khusus Dewan Keamanan PBB, sedangkan Ian Martin membacakannya di ruang konferensi pers UNAMET di Hotel Mahkota Dili, di depan para wartawan dengan pengawalan cukup ketat. Beberapa butir penting pernyataan Sekjen PBB tentang hjasil pengumuman jajak pendapat yakni:
1.	UNAMET berhasil mendaftar 451.792 warga Timor Timur di seluruh dunia untuk ikut dalam jajak pendapat;
2.	Warga Timor Timur dengan berani dan penuh tekad ikut dalam jajak pendapat yang di tunjukkan oleh tingginya angka partisipasi yang mencapai 98,6%;
3.	Komisi pemilihan telah memerikasa semua komplain dan menyatakan hasil pemungutan suara syah, yakni 344.580 (78,5%) menolak dan 94.388 (21,5%) setuju proposal DOK Timor Timur;
4.	Imbauan mengenai pentingnya proses rekonsiliasi yang aman dan damai, melewati transisi menuju proses kemerdekaan Timor Timur. Bagi kedua kelompok, Pro otonomi dan kelompok mayoritas yang menolak otonomi, sebenarnya tidak ada pihak yang menang atau yang kalah;
5.	Imbauan agar pemerintah Republik Indonesia tetap mampu menjaga keamana dan ketertiban di Timor Timur selama proses pemindahan kekuasaan pemerintahan kepada PBB;
6.	Ucapan terima kasih Sekjen PBB kepada pemerintah Republik Indonesia dan Portugal.​[36]​
Berlawanan dengan relative damai pada hari pemungutan suara, situasi keamanan di Timor Timur sangat cepat rusak setelah pemungutan suara. Kekerasan semakin menjadi-jadi setelah pengumuman jajak pendapat, timbulnya kekerasan di dokumentasi dengan baik oleh ratusan wartawan dan pengamat yang masih tetap berada di Timor Timur. Setelah pemungutan suara di tutup terjadi pembunuhan atas dua orang staf local di daerah Ermera. 
Bersamaan dengan penutupan pemungutan suara, dan sebelum pengumuman terjadi kekerasan selama beberapa hari di mulai di Maliana pada tanggal 1 september. Kekerasan hampir selalu diarahkan pada dan sekitar kantor-kantor UNAMET dengan maksud mengancam dan mengintimidasi dan bukan dengan tujuan melukai atau membunuh pesonil internasional. Sebelum pemungutan suara ada ancaman serius dalam beberapa wilayah terhadap staf UNAMET tertentu.
Sejumlah Negara anggota dan Sekretaris Jenderal mulai menyarankan di New York dan di tempat lain bahwa suatu “koalisi kehendak” di bentuk untuk membantu memulihkan perdamaian di Timor Timur. Dewan keamanan PBB pada petang hari tanggal 6 September mengirim sebuah misi ke Indonesia guna meneruskan keprihatinan mereka pada pemerintah menyangkut kekerasan pasca jajak pendapat. Setelah perubahan kebijaksanaan Indonesia, Dewan Keamanan dengan ketangkasan yang mengesankan mengeluarkan resolusi 1264 pada tanggal 15 September 1999. Bertindak berdasar Bab VII Piagam PBB, dikenal sebagai Bab pemberlakuan, Majelis memberi wewenang pembentukan pasukan Multi Nasional (MNF) berwenang menggunakan semua tindakan untuk memulihkan perdamaian dan keselamatan di Timor Timur ​[37]​
Keadaan telah berubah drastic sejalan dengan menguatnya arus demokratisasi, keterbukaan, dan reformasi sehingga tawaran DOK Timor Timur menjadi tidak relevan lagi, terlambat, dan cenderung ditolak oleh sebagian rakyat Timor Timur. Selain itu, konsep DOK seharusnya di buat pertama kali dari perundingan langsung dengan rakyat Timor Timur. Melihat kedepan, semua pihak berharap agar masalah Timor Timur dapat diselesaikan. Peran PBB, melaului pemerintahan transnsisional UNTAET (United Nations Transitional Authority for East Timor). Selama sekitar tiga tahun diseslesaikan bersamaan dengan pernyataan kemerdekaan Timor Leste, pada 20 Mei 2002. diharapkan pemerintahan baru yang tebentuk dapat mengimpletasikan rencana yang sudah disusun dengan baik. ​[38]​
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